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ABSTRAK

Perselisihan ini terjadi karena adanya perselisihan hak antara PT. Lion Mentari Airlines dan
18 pekerja (yang masa kerjanya berbeda-beda) yang di PHK oleh perusahaan tersebut.
Perselisihan ini diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 51/
Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung nomor 260 K/Pdt.Sus-
PHI/2018. Dalam putusan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa pemutusan hubungan
kerja yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari Airlines terhadap 18 orang Pilot tersebut tidak
sah dan melanggar hak-hak pekerja. Selain itu, putusan tersebut juga menegaskan bahwa PT.
Lion Mentari Airlines harus memberikan ganti rugi berupa Kompensasi pesangon kepada
para pekerja yang di PHK. Studi kasus ini mengevaluasi mengenai apakah putusan yang
diambil oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Mahkamah Agung yang
tidak memberikan pembayaran Upah Proses sebanyak 12 kali Upah serta kekurangan
pembayaran Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan Para Pilot sudah merupakan putusan yang
tepat, Namun seharusnya majelis hakim tidak hanya mengedepankan kepastian hukum
semata namun harus melihat dari aspek keadilan sehingga putusan hakim dapat memiliki nilai
bagi para pihak dan menjadi precedence yang baik untuk kedepannya. Penelitian ini juga
memberikan gambaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam hubungan
kerja dan pentingnya penegakan hukum dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan

dan pekerja, serta implikasinya terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci : Perselisihan Hak, Pekerja/Buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
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BAB 1
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Tiap orang membutuhkan biaya untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Untuk itu
mereka bekerja sebagai pegawai atau sebagai buruh/pekerja. Pekerja atau buruh bisa dibilang
sebagai indikator yang memastikan maju mundurnya perusahaan. Oleh karena itu semakin
bagus hubungan industrial dalam suatu perusahaan karenanya akan semakin besar
kemungkinan majunya perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya semakin
tak harmonisnya hubungan industrial dalam suatu perusahaan, kemungkinan untuk majunya
perusahaan akan semakin rendah.!

Negara Indonesia telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap orang berhak bekerja dan
mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”. Oleh sebab itu
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pekerjaan merupakan salah hak asasi
manusia yang tidak dapat diabaikan.?

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja adalah dengan perjanjian kerja.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 ayat
(14) menyebutkan bahwa : “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak”. Pada dasarnya setiap orang boleh membuat perjanjian dalam hal ini sesuai dengan
asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan
bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang dimaksud harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”.
Suatu perjanjian kerja mempunyai unsur-unsur: a. adanya pekerjaan (arbeid), b.

adanya unsur dibawah perintah (in dienst/gezagsverhouding), c. adanya upah tertentu (loon),

' Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 89

2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 6
1



d. Adanya waktu (fidj).> Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang
kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologi bagi
tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Masalah ekonomi karena PHK akan menyebabkan
hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja sebelum terjadinya PHK,
tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan baru bagi tenaga kerja tersebut, mengingat
banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan semakin meningkatnya harga kebutuhan
pokok yang nantinya sangat berat dilewati oleh pekerja/buruh tersebut apabila ia sudah tidak
menerima pendapatan/penghasilan, sedangkan masalah psikologi yang berkaitan dengan
hilangnya status seseorang.

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi,
khususnya dari kalangan para buruh atau pekerja karena dengan pemutusan tersebut para
buruh/pekerja kehilangan mata pencaharian guna untuk menghidupi diri dan keluarganya.
Menurut Lalu Husni, PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya,
terutama dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja yang bersangkutan
akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua
pihak yang terlibat dalam hubungan industrial baik pengusaha, pekerja/buruh, atau
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja.*

PHK diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.® Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila PHK tidak
dapat dihindari maka maksud dari PHK tersebut wajib dirundingkan antara pengusaha
dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan jika
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
Apabila perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan maka pengusaha hanya dapat
melakukan PHK setelah penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah suatu

sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa

3 Aloysius Uwiyono, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Rajawali Pers : Jakarta, 2014), hlm. 55- 56
* Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010), hlm. 195

® Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), hlm. 65
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yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesungguhnya di antara tiga unsur tersebut, yaitu (1) pengusaha, (2) pekerja/buruh, dan (3)
pemerintah, mungkin saja terjadi perselisihan. Perselisihan bisa saja terjadi antara pengusaha
dengan buruh, pengusaha dengan pemerintah, dan buruh dengan pemerintah. Dari tiga
kemungkinan ini ternyata hanya perselisihan antara pengusaha dengan buruh saja yang
merupakan perselisihan hubungan industrial. Dua perselisihan lainnya bukan merupakan
perselisihan hubungan industrial. Hal ini didasarkan pada pengertian perselisihan hubungan
industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 1 angka 22) Jo. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (pasal
1 angka 1). Menurut dua undang-undang ini perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Dalam Perkara Hubungan Industrial sudah terdapat kategori perselisihan yang
menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Perselisihan yang dimaksud yakni
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat
pekerja. Perselisihan hubungan industrial yang disebutkan kedua hanya ada satu, yaitu
perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial ada empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu (1) perselisihan hak, (2)
perselisihan kepentingan, (3) perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan (4) perselisihan
antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

Gugatan-gugatan yang diajukan oleh para pihak berkaitan dengan sengketa PHK yang
terjadi setelah dijatuhkan putusan PHK. Namun dalam pengambilan keputusan di tingkat
Kasasi, ternyata Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PHK yang dilakukan
oleh Pengusaha terhadap pekerja dapat diterima atas dasar adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh pekerja. Selain itu Hakim juga tidak memberikan salah satu hak pekerja yaitu
uang penggantian hak, sementara PHK yang dilakukan oleh pengusaha nyatanya tidak sesuai
dengan prosedur yang sebenarnya. Hal itu tergambar dalam Putusan Pengadilan Nomor
51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt.Sus-
PHI/2018. Berdasarkan hal tersebut, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berupa
Studi Kasus Tentang Perselisihan Antara PT. Lion Air dan 18 Pekerja.
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